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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

BIDANG KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

bahwa beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri bidang
Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah perlu
dilakukan pencabutan karena bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Pencabutan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan

Daerah Tahap II;

Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
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Menetapkan :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG
KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHAP II.

Pasal 1
Dengan Peraturan Menteri ini, 14 (empat belas) Peraturan
Menteri Dalam Negeri bidang Keuangan Daerah dan
Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

sebagai berikut:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
tentang Penyertaan Modal Daerah, karena materi
muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentanglnvestasi Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah,
karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998
tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah,
karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998
tentang Bentuk Badan Hukum Milik Daerah, karena materi
muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002
tentang Pajak Penerangan Jalan karena materi muatannya
bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
tentang Nilai Perolehan Air karena materi muatannya
bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor karena
materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.



